
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR ~8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN

BELANJA DAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUNANGGARAN2016

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015

ten tang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Pendidikan SD/SDLB Tahun 2016 dan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 104/M-DAG/PER/12/2015

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus Sub Bidang Sarana Perdagangan, dimana terjadi

perubahan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Pendidikan SD/SDLB dan Sub Bidang Sarana

Perdagangan;

b. bahwa petunjuk teknis sebagaimana dimaksud point 1

diatas belum tertuang dalam Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2015

ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

Anggaran 2016;



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor4712);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);



"

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5165);

18. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor288);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi

Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dana AlokasiKhusus di Daerah (BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor594);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor
14Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor541);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) ;

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 104/M-

DAG/PER/12/2015 tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Prasarana

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 907);

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81

Tahun 2015 ten tang Petunjuk Teknis Dana Alokasi

Khusus Bidang Pendidikan SD/SDLB (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2104);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan

Be1anja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 41

TAHUN2015 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATAN

DANBELANJA DAERAHKABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUNANGGARAN2016.

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41

Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 41), diubah sebagai berikut



1. Ketentuan Pasa11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula

berjumlah Rp. 1.065.508.804.419,96 bertambah sejumlah Rp. 9.597.481.420,00

sehingga menjadi Rp. 1.075.106.285.839,96 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.026.481.297.339,00

b. bertambah/ (berkurang) Rp. 9.597.481.420,00 (+)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.036.078.778.759,00

2. Belanja
a. Semula Rp. 1.065.508.804.419,96

b. bertambah/ (berkurang)Rp. 9.597.481.420,00 (+)

Surplus/ (Defisit)setelah Perubahan

Rp. 1.075.106.285.839,96

Rp. (39.027.507.080,96)

Jumlah Belanja setelah Perubahan

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1. Semula Rp. 44.527.507.080.96
0,00 (-)2. bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 44.527.507.080,96

b. Pengeluaran
1. Semula Rp.
2. bertambah/(berkurang) Rp.

5.500.000.000,00
0,00 (-)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaanneto setelah Perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran sete1ah

perubahan

Rp. 5.500.000.000,00

Rp. 39.027.507.080,96

Rp. 0.00



2. Ketentuan Pasal 2 ditambah (1) ayat sehingga Pasal 2 berbunyi

berikut:

sebagai

Pasa12

(1) Ringkasan pejabaran APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum

dalam lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

mi.

(2) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran III, sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.

Ditetapkan di
pada tanggal

Sabak
2016

i JABUNGTIMUR,

\
H. ROMIHARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal ~o lttl9' 2016

SEKRETARISDAERAHKABUPATE ANJUNGJABUNGTIMUR,

BERITA
NOMOR

KABUPATEN JUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016
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